LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 62 TAHUN : 1985 SERI: CNO. 1

PFERATURAN DAERAN PROPINSI DAERAH TINGEAT | BALI
NOMOR 08 TAHUN 1984
TENTANG

PENETAPAN BATAS-BATAS KECEPATAN MAXIMUM PADA RUAS-RUAS JALAN
TERTENTU BAGI KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI DAERAH
TINGEAT [ BALI

DENGAN RBAKHMAT TUHAN YANG MAHA EsSA
GUBERNUR KEPALA DAERAN TINGKAT 1 BALI,

Menimbang & bahwa arus lalu lintas di jalan umum nampak makin hari makin
padal, lerutama di Ibu Kota Propinsi dan Ibu Kota Kabupaten dan
sekitarnya vang disebabkan makin meningkatnva jumlah pemakai
jalan menggunakan kendaraan bermolor di Daerah Bali ;

b. bahwa untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban berlalu-lintas
bagi para pemakai jelan, guna mencegah terjadinya kecelakaan
lalu lintas, dipandang perlu mengatur dan menetapkan batas-batas
kecepatan maximum pacda ruas-ruas jalan tertentu bagi semua jenis
kendaraan bermotor ;

¢, bahwa agar di Daeral Bali-dapat dicapal secara maximal tertib
lalu-lintas sebagaimana diharapkan, perlu diatur dengan Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

d. babwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat 1 Bali Nomor 551.11/11051/Binas EX, tanggal & Aguslus
1982 telah ditetapkan batas-balas kecepalan maximum pada ruas-
ruas jalan tertentu untuk semua jenis kendaraan bermotor, yang
kini perlu ditinjau kembali serta ditingkatkan pengaturannya
dengan Peraturan Daerah,
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Menpgingal

. Undang.-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Da-

erah-tdaerah Vingkat [ Ball, Nusa Tengparan Barat dan Nusa Tenpeara

Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

115, Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indoncsia Nomor
1645 .

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalulintas dan

Angkutan Jalan Rava (Lembaran Negara Ilepublik Indonesia Mo-
maor 23 Tahun 1965) ;

. Undang-Undang Nomor § Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe.

merintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.
hun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indo.
nesia Nomor 3037) ;

Peraturan Pemerintah tentang Lalu.lintas Jalan tabhun 1936,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daceah Tingkat 1 Bali.

Menelapkan

462

MEMUTUSKAN:

FERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TENTANG PENETAPAN BATAS.BATAS KECEPATAN MAXIMUM
PADA RUAS-RUAS JALAN TERTENTU BAGI KENDARAAN BER.
MOTOR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT | BALI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalym Peraturan Daerab ini yang dimaksud dengan ;

i,

b,

Gubernur Kepala Duerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Hakyul
Daerah Propinsi Daerah Tingkatl 1 Bali ¢

. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1

Bali ;
Daerah ialah Propinsi Dacrah Tingkat [ Bali .

. Jalan ialah setiap jalan dalam bentuk apa pun vang terbuka untuk

lalu-tintas wmum ;

Kendaraan Bermotor ialah setiap kendaraan vang digerakkan aleh
peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan bigsanva untuk
pengangkutan orang atau barang di jalan selain daripada kendaraan
vang herjalan di alas rel ;

Batas maximum ialah ketentuan batas-batas kecepatan pada ruas.
ruas jalan tertentu vang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.



KETENTUAN BATAS KECEPATAN MAXIMUM PADA

Bap Il

RUAS-RUAS JALAN TERTENTU UNTUR
SEMUA JENIS RENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 2

f

Kecepatan maximum vang berlako bagl semua jenis kendaraan

(1)
bermolor di luar kota melalui ruas-ruas jalan ditetapkan sebagai
berikut
Sesiii Batas kec{:v
Riide Ruas dJalan patan Maxi-
' mum {(Km/
Jam),
o1 Gilimanuk Cekik 830
(02 Cekik Nepgara sl
3 Negara Pulukan H0
(4 Pulukan Antosari il
(15 Antosari Tabanan 60
006 Tabanan Mengwitani Gl
007 Menpwitani Denpasar 60
008 Denpasar Tuban i)
009 Denpasar Pesanggaran an
g1 Doenpasar Sanur 60
011 Denpasar Sakah G0
012 Sakah Blahbatuh a0
013 Blahibatuh Semebaung G0
014 Semebaung Bedahulu 40
ulb Redahulu Teges 51N
016 Teges Sakah 518
017 Teges Ubud 40
o18 Semebaung Gianyar 60
019 Gianyar Sidan ol
020 Sidan Bangli a0
021 Bedahulu Sribatu 50
022 Bangli Penelokan a0
023 Bangli Sribatu 5l
024 Sribatu Penelokan al
025 Ponmelokan Kedisan 40
036 Penelokan Kubutambahan Al
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Balas keop.

Nomor Ruas Jalan patan Maxi-
EATHES mum | Kni,

Jam,
027 Sinparaja —  Mengwitani L]
02y Cekik Seririt 6l
029 Seririt — Pupuan a0
030 Fupuan — Pulukan 50
031 Pupuan Antosari ald
03z Seririt Singaraja E11)
i3 Singaraja Kubuiambahan al
0134 Kubutambahan —  Amlapura 50
035 Amlapura Angantelu 11
036G Klungkung — Besakih a0
037 Angantely —  Padangbai 50
038 Angantely — Khnpkung a0
039 Klungkung Gelgel 50
040 Sidan —  Klungkung ol
041 Tohpatli — Nusa Dua bl
042 aanglah Renon 60
(43 Diponogoro —  Tengku Umar 40

{2} Selain jalan-jalan dimaksud dalam avat (1) pasal ini kecepatan

maximum di dalam Kota dan nuas-ruas jalan lainnya dite
kan vleh Bupati Kepala Daerab Tingkat 11 day

vang bersanpgkutan,

Pasal 3

Dilarang mengemudi

4. mohil dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 2000 ke
menjalankan kendaraannya di jalan dengan kecepatan lebih dari

55 Km sejam.

Lap.

Kolif; Kotamadya

b, mohil truk dengan jumlah beral vang diperbolehkan lebih dari
2000 kg menjalankan kendaraannya di jalan dengan Kecepalan
lebih dari 50 km sejam.

¢. mobil dan mobil truk dengan sebuah kerela gandenpan dan trakiar
dengan sebuah kereta tempelan menjalankan kendaraannya di jalan
dengan kecepatan lebih dari 40 km sejam.



th

BAB 1
KETENTUAN PIDANA
Pasal 4

Pelanggaran terhacdap ketentuan Pasal 2 diancam dengan picima
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak.
banyaknya Itp, 1000000 (sepuluh ribu rapiah).

Jika salah satu pelanggaran vang tersebut dalam ayat (1) dilaku-
kan dalam masa satu tahun semenjak suatu keputusan Hakim
dijatubkan terhadap vang bersangkutan, oleh karena melakukan
pelanggaran vang stma, mempunyal kekuatan letap, maka pl.
diana kursngan dapat ditambah dengan sepertiga dan denda
dengan separuh sesuai pasal 32 aval (3) Undang-undang Nomor
3 Tahun 1965 tentang laludintas Angkutan Jalan Raya (Lem-
baran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) .

Tindak pidana termaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAR IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Ketentuan batas-batas keeepatan maximum sebagaimana tersebul
pada Pasal 2 Peraturan Daerab ini tidak berlaku bagi ¢

a, Kendarsan Bermotor Anpgkatan Bersenjata ;
b. Kendaraan Barisan Pemadam Kebakaran ;
v, Kendaraan-kendaraan bermotor untuk keperluan khusus,

(1)

{2)

{3

EAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal G

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Peraturan [a-
erah ini sepanjang yang menyangkul keamanan dan lalulintas
di jalanan umum akan ditelapkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkal T Bali ;

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka sural Keputusan
Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I Bali Nomor 551.11/11051/
Binas Ek. tanggal 6 Agustus 1982, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundanghan
dalam Lembaran Daerah Propinst Daerah Tingkat [ Bali.

G



Denpasar, 6 Pebreari 1984,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAII
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TINGKAT [ BALI,
KETUAa,
tid, Lid,
I GUSTI PUTU RAKA, I, MANTR A,

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 551.61-359 tanggal : 29 April 1985

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat [ Bali
Nomor : 62 tanggal : 29 Mci Tahun 1985

Seri bl i Nomor : 1
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd,

Drs, SEMBAH SUBHAKTL
WIP. 010023939,
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MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 551.61 - 359

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINS] DAERAH TINGKAT | BALI
NOMOR 0B TAHUN 1984 TENTANG PENETAPAN BATAS-BATAS KECEPATAN
MAXIMUM PADA RUAS-RUAS JALAN TERTENTU BAGI KENDARAAN

Membaca

Menimbang

Menginpal

Menctapkan
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BERMOTOR DI PROPINSI DAGRAH TINGKAT 1 BALI

MENTERI DALAM NEGEHRI,

i, Sural Gubernur Kepala Daceah Tingkat 1 Bab tanppal 9 Marel
1981 Nomor 1BEA11 5228 :HE perihal permohanan pengesalian
Peraturan Davralh

b, Peraturan BDaceall Propinsi Daeral Tingkal 1 Bali Nomor 08 Tahun
1384 Lentang Penetapan Batas-Batas Kecepatan Maximum pada
Ruas-ruas Jalan tertenly bagi Kendaraan Bermotor di Propinsi Da.
erah Tingkal I Bali,

bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah vang
dimaksuc,

L. Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Po.
merintaban di Daerah,

2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalulintas dan
Angkutan Jalan Rayva,

3. Peraturan Pemerintah Lentang Laludintas Jalan tahun Jalan 1936,
MEMUTUSKAN:

Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali Nomor
08 Tahun 1984 tentang Penelapan Batas.batas Kecepatan Maximum
pada Ruas-ruas Jalan tertenin bagi Kendaraan Bermotor di Propinsi
Daerah Tingkat [ Bali, dengan perubaban

1. Konsiderans Mengingat ditambah nomor urut 4 sebagai berikut :
4. "Peraturan Pemerintah tentang Laluintas Jalan tahun1936"

2. Ditambah Pasal 3 baru sebagai berikut :

Pasal 3
Dilarang mengemudi ;
4, mobil dengan jumlah-berat yang diperbolehkan lebih dari 2,000



wp nenjatunkan beonduraaanya dijalan depgan Leecpatan lebib
dari 35 km sejam ;

b, mobil-tenk dengan jumlah berat vang diperbolebkan lebih dari
2000 kg menpalankan kendaraonya i jalan dengan Kecepatan
lebhih dari 50 ki sejam ;

¢ mebil dan mohil Lk densgan sebiaab kereta pandengan dan
traktor denpan sebuah kereta tempelan menjalan kan keodaraan-
wya di jalan denpan keeepatan lebib daei 30 Kmsejam,

3, Pasal 3,0 dan 5 divbal wengadi Pasal 1, 5 dan b bara,
[, Pasal o] avad (1) baru ;

baris pertama kata-kada “dianeam dengan hukuman™ dinbah dan

liaris cibaca

el dengan pidana™,

. PMasal Goayat (1) bare -

haris kedus kats-kota “keananan dan lalu-limias" dinhab dan harins

elilea

e dan ketertiban lala-linfas™,

G, Dalam Pengelasan Pasal demi pasal supava ditambahkan Pengelasin
meneenai Pasal 3 barva.

Ditclapkan i @ Jakarta
Paca tanggal  : 28 April 1965,
MENTERL DALAM NEGERIL
[,

SOEMARDJO,

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada :
1, Sdr, Menteri; Sekretatis Negara di Jakarta.

2 Sdr, Menteri Kehakiman di Jakarta,

3. Sdr, Menteri Kewanpgan di Jakarta,

4. Sdr. Sekretaris Jenderal Deparlemen Dalam Negeri di Jakarta,

5 Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departeinen
Dalam Negeri di Jakarla.

6. Sdr. Cuberpur Kepala Daerah Tingkat [ Bali di Denpasar,

7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakval Daerah Propinsi Daerah Tingkat [ Bali di

[Junprasar,

Fat



